PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 11 TAHUN 1964
TENTANG
PAN TI A NEGARA BAPPENAS URUSAN PERENCANAAN TENAGA PEMBANGINAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut di dal am
Penet apan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (di senpurnakan),
pasal 6 ayat (3);

Mengi ngat :

: Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

Ketetapan MP.R S. Nonor |V tahun 1963;

Peraturan Presiden Nonmor 4 dan 5 tahun 1962 (disenpurnakan) jo
Keput usan Presi den Nonor 232 tahun 1963;

Penet apan Presi den Nonor 12 tahun 1963 (di senpur nakan) .

A wpp

Menper hat i kan:
Saran-saran Menteri U usan Perencanaan Penbangunan Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
PERATLIRAN PRESIDEN REPUBLI K | NDONESIA TENTANG PAN TI A NEGARA  BAPPENAS
URUSAN PERENCANAAN TENAGA PEVBANGLUINAN

Pasal 1.

1. Menbent uk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Wusan Perencanaan Tenaga
Penbangunan yang tetap di dalam |ingkungan BAPPENAS serta
bertanggung-j anab kepada R npi nan BAPPENAS, yang sel anjutnya dal am
Peraturan ini di nanakan Paniti a.

Pasal 2.

2. Tugas Panitia adal ah:

a. Dal am rangka penbangunan senesta nenyusun rencana tenaga
penbangunan (manpower planning) nenuju ke arah tingkat
penenpatan tenaga (| evel of enpl oynent) serta taraf
produktivitas kerja yang | ebi h tinggi untuk nencapai penggunaan
secara efektip dan efisien sel uruh potensi kerja nasyarakat;

b. Sebagai bagian yang integral dari rencana senesta nenbuat
perencanaan khusus nengenai kebutuhan tenaga penbangunan
(manpower budgetting) untuk nenenuhi keperluan proyek-proyek
penbangunan  nasi onal , daerah dan swasta akan tenaga
penbangunan, tepat pada waktunya serta dalam kwantitas dan
kwal i tas yang nenadai ;

C. Menj al ankan, atas permntaan Pinpinan BAPPENAS tugas- tugas
lain di bidang perencanaan tenaga penbangunan.

Pasal 3.



10.

11.

12.

13.

Rencana Tenaga Penbangunan yang penyusunannya ditugaskan kepada

Pani ti a waj i b nencakup:

a. Neraca persedi aan dan kebutuhan tenaga penbangunan pada taraf
nasi onal dan daer ah;

b. Masal ah  pendi di kan/l ati han kader-kader  penbangunan taraf
rendah, nmenengah dan tinggi;

C. Masal ah penenpat an/ penggunaan t enaga penbangunan yang
seefi si en-efi si ennya;
d. Masal ah penmi ndahan penduduk/tenaga penbangunan dari w | ayah
yang satu kew | ayah yang | ai n;
e. Politi k pengupahan serta segi-segi sosial tenaga penbangunan.
Pasal 4.

Pani tia di beri wewenang unt uk:

a. Mem nt a I nst ansi -i nst ansi dan | enbaga- | enbaga
peneri nt ahan/ swasta untuk nenjal ankan sesuatu tugas eksekutip
yang hasi | nya di perl ukan untuk pel aksanaan tugas Paniti a;

b. Memnta, baik secara tertulis maupun secara lisan, segala
ket erangan nengenai hal -hal yang ternasuk tugasnya dari segenap
instansi dan | enbaga peneri nt ahan/ swast a.

Pasal 5.

Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari
| uar BAPPENAS.

Ketua Panitia di bantu ol en seorang Vékil Ket ua.

Ket ua dan Wiki| Ketua nerangkap jadi anggot a.

Pasal 6.
Anggot a-anggota Panitia terdiri atas para ahli persoal an tenaga
penbangunan.
Jumah anggauta sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang
pengangkat annya di | akukan dengan Surat Keput usan P npi nan BAPPENAS.
Pasal 7.

Atas usul Panitia, Pinpinan BAPPENAS dapat nenbentuk teamteam kerja
unt uk nenj al ankan kegi at an-kegi atan tertentu guna nenbantu Paniti a.

Pasal 8.
Panitia nenpunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang
Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa
orang tenaga penbantu, yang senuanya ternasuk staf pegawai BAPPENAS.
Pasal 9.
Penbi ayaan Pani tia di bebankan atas Anggaran BAPPENAS.
Pasal 10.

Segal a sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau



nener | ukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-
peraturan Menteri Wusan Perencanaan Penbangunan Nasi onal .

Pasal 11.

14. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dngan penenpatan dal am Lenbaran-Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 1964.

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A

Tt d.
SUKARNQ
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 NMaret 1964.
SEKRETAR S NEGARA,
Tt d.

MOHD, | GHSAN
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